__PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

tercantum dalam Lampiran yang ‘merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsion-
al PTP wajib mengikuti segala ketentuan yang
berlaku dalam Peraturan Menteri ini; dan

b. satuan organisasi pemerintah yang memiliki fung-
si sebagaimana dimaksud pada Lampiran I1.B Per-
aturan Menteri ini agar segera menghitung dan
mengusulkan kebutuhan Formasi Jabatan Fung-
sional PTP guna pelaksanaan fungsi organisasi
secara optimal,

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundanigan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

_pada tanggal 6 April 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 185
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 59 Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
185 Tahun 20186, telah diatur petunjuk pelaksa-
naan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

b. bahwa untuk memperjelas ketentuan mengenai
penggunaan sarana identifikasi sebagai cara untuk
menentukan tarif progresif sebelum dan setelah
berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 185 Ta-
hun 201€ Peraturan Gubernur sebagaimana di-
maksud ¢ lam huruf a perlu disempurnakan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruba-
han Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaima-
na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
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Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebera-
pa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Ber-
dasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomar 8 Tahun 2010 tentang Pa-
jak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

12. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pa-

jak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013;

13. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 ten-
tang Sistem Penerimaan Pembayaran Pajak Dae-
rah Secara Elektronik;

14. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 ten-
tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor;

15. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan
Retribusi Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2018 ten-
tang Pembentukan Qrganisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH =

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 185 TA-
HUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMCTOR.

Pasal |

Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan
Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
{Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2016 Nomor 61029) disisipkan 1 (satu) Pasal,
vakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

Pelaksanaan penentuan kebijakan tarif pro- !
gresif dilaksanakan sepenuhnya menggunakan sarana
identifikasi Nomor Induk Kependudukan {NIK) pada
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
(KK), terhitung mulai tanggal 1 Qktober 2016.

Pasal li

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
" DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61021
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